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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan
karunia-Nya buku “Politik Hukum Pidana: Tantangan Dan Prospek
Penegakan Hukum Pidana di Indonesia” ini dapat diselesaikan. Buku ini
disusun sebagai upaya memberikan pemahaman yang komprehensif
mengenai bagaimana hukum pidana dibentuk, dikembangkan, serta
diarahkan sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

Politik hukum pidana merupakan bidang yang terus mengalami
perubahan seiring dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya.
Perkembangan tersebut menuntut kehadiran hukum pidana yang responsif,
adaptif, dan berkeadilan. Oleh karena itu, melalui buku ini penulis mencoba
menghadirkan analisis mengenai proses pembentukan kebijakan pidana,
pilihan kriminalisasi dan dekriminalisasi, orientasi pemidanaan, serta
problematika implementasi hukum pidana di Indonesia.

Buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa, akademisi,
praktisi hukum, pembuat kebijakan, maupun masyarakat umum yang
membutuhkan panduan untuk memahami arah politik hukum pidana,
terutama dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional dan penerapan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pembaharuan hukum pidana bukan sekadar perubahan normatif undang-
undang, tetapi merupakan upaya menyeluruh untuk membangun sistem
pemidanaan yang memiliki orientasi pada keadilan substantif, perlindungan
hak asasi manusia, dan efektivitas penegakan hukum. Dalam konteks tersebut,
buku ini mencoba menguraikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari
agenda pembaharuan hukum pidana nasional, termasuk dinamika perumusan
kebijakan kriminal, perkembangan pemikiran penal policy, serta tantangan
implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Penulis berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi
mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, penegak hukum, pembuat kebijakan,
serta seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap arah pembangunan
hukum pidana Indonesia. Dengan penyajian yang sistematis, analitis, dan
berbasis pada perkembangan mutakhir, buku ini diharapkan mampu
memperkaya wacana ilmiah dan memberikan kontribusi dalam proses
pembentukan hukum pidana yang progresif dan berkeadilan.



Dalam penyelesaian buku ini penulis mengucapkan terimakasih kepada
seluruh pihak yang membantu proses penyusunan buku ini. Jajaran akademisi
dan praktisi serta penegak hukum yang selama ini telah membantu Prof. Dr.
Maroni, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum., Prof. Dr.
Eddy Rifa’i, S.H., M.H. (Alm), Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D., Dr. Heni Siswanto,
S.H., M.H., Dr. Erna Dewi, S.H.,, M.H., AKBP. Rahmadi Asbi, AKBP. Joko
Siswondo, AKBP Indra Herlianto dan AKBP. Yonirizal Khova serta semua pihak
yang telah membantu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih memiliki berbagai
kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat
penulis harapkan untuk penyempurnaan karya-karya selanjutnya. Akhir kata,
semoga buku ini memberikan manfaat dan kontribusi nyata bagi
pengembangan ilmu hukum serta peningkatan kualitas kebijakan pidana di
Indonesia.

Bandar Lampung, Oktober 2025
Penulis

Dr. Dwi Nurahman, S.H., M.H.
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BAB |
KONSEP DASAR HUKUM PIDANA

Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum yang paling vital
dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak
masyarakat. Bab ini dimaksudkan sebagai landasan konseptual bagi pembaca
untuk memahami bagaimana hukum pidana bekerja — mulai dari pengertian,
asas, hingga teori-teori pemidanaan yang menjadi pijakan utama dalam
praktik penegakan hukum di Indonesia. Dengan memahami konsep dasarnya,
pembaca diharapkan tidak hanya mengerti aturan yang tertulis, tetapi juga
dapat menangkap filosofi di balik setiap ketentuan pidana sebagai refleksi
dari nilai-nilai moral, sosial, dan politik bangsa.

Secara sistematis, pembahasan dalam bab ini dimulai dengan uraian
mengenai pengertian dan ruang lingkup hukum pidana, yang menjadi dasar
pemahaman terhadap kedudukan hukum pidana dalam sistem hukum
nasional. Dilanjutkan dengan asas-asas hukum pidana seperti asas legalitas,
kesalahan, dan keadilan yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum
dalam menentukan benar atau salahnya suatu perbuatan. Bagian berikutnya
menjelaskan tujuan dan fungsi hukum pidana, yang tidak hanya berorientasi
pada pembalasan, tetapi juga pencegahan, perlindungan masyarakat, serta
pemulihan keseimbangan sosial.

Selanjutnya, bab ini menguraikan secara mendalam mengenai unsur-
unsur tindak pidana, sumber hukum pidana, serta teori-teori pemidanaan
yang meliputi teori absolut, relatif, dan gabungan sebagai kerangka filosofis
dalam menentukan jenis dan tujuan hukuman. Di bagian akhir, dibahas subjek
dan objek hukum pidana untuk menjelaskan siapa yang dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana dan atas perbuatan apa, serta keterkaitan
hukum pidana dengan politik hukum, yang menunjukkan bagaimana arah
kebijakan negara memengaruhi pembentukan dan penerapan hukum pidana.
Dengan demikian, bab ini menjadi fondasi penting untuk memahami
keseluruhan sistem hukum pidana Indonesia dalam perspektif yang
komprehensif — baik normatif, teoretis, maupun kontekstual.

A. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA

Hukum pidana, dalam pengertian umum, dipandang sebagai seperangkat
norma yang menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh
negara dan menetapkan sanksi bagi pelanggarnya. Pendekatan ini
menempatkan hukum pidana sebagai instrumen negara untuk melindungi



BAB I
SEJARAH HUKUM PIDANA INDONESIA: DARI
HUKUM KOLONIAL KE HUKUM NASIONAL

Perjalanan hukum pidana Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah
panjang kolonialisme dan perjuangan bangsa membangun sistem hukum
yang berdaulat. Bab ini mengajak pembaca memahami bagaimana sistem
hukum pidana yang berlaku saat ini merupakan hasil evolusi dari berbagai
fase sejarah — mulai dari pengaruh hukum kolonial Belanda yang represif
hingga lahirnya hukum pidana nasional yang berorientasi pada nilai-nilai
keadilan dan kemanusiaan. Melalui pembahasan historis ini, pembaca
diharapkan dapat melihat bahwa hukum bukanlah entitas statis, melainkan
cermin dari dinamika sosial, politik, dan moral masyarakat Indonesia.

Pada bagian pertama, “Perkembangan Hukum Pidana pada Masa Kolonial
Belanda”, dibahas mengenai penerapan Wetboek van Strafrecht voor
Nederlandsch-Indié (WvSNI) dan politik hukum kolonial yang menegaskan
dualisme antara hukum Eropa dan hukum adat. Kajian ini penting untuk
memahami akar ketimpangan dan orientasi kekuasaan yang masih terasa
dalam sistem hukum hingga kini. Melalui analisis historis tersebut, pembaca
dapat menilai bagaimana sistem hukum kolonial menjadi fondasi bagi sistem
hukum pidana modern, sekaligus memunculkan kebutuhan mendesak untuk
melakukan nasionalisasi hukum setelah kemerdekaan.

Selanjutnya, pembahasan berlanjut pada “Transisi dan Adaptasi Hukum
Pidana Pasca-Kemerdekaan” dan “Reformasi Hukum Pidana Nasional dan
Lahirnya KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)”. Dua subbagian ini
menggambarkan upaya panjang bangsa Indonesia dalam menghapus jejak
kolonialisme hukum dan menggantinya dengan sistem hukum pidana yang
berkepribadian nasional. Lahirnya KUHP baru pada tahun 2023 menjadi
tonggak penting dalam sejarah pembaruan hukum Indonesia, karena tidak
hanya menandai keberhasilan legislasi, tetapi juga pergeseran paradigma dari
pemidanaan yang retributif menuju pemidanaan yang lebih humanis,
restoratif, dan kontekstual terhadap nilai-nilai budaya Indonesia. Dengan
demikian, bab ini menjadi pijakan intelektual untuk memahami kontinuitas
dan perubahan hukum pidana Indonesia secara komprehensif.



BAB il
PARADIGMA TERHADAP KUHP WARISAN
KOLONIAL (WETBOEK VAN STRAFRECHT)

Pemahaman terhadap sejarah hukum pidana Indonesia tidak dapat
dilepaskan dari keberadaan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indié
(WvSNI), atau yang lebih dikenal sebagai KUHP warisan kolonial Belanda. Bab
ini mengajak pembaca menelusuri jejak sejarah penerapan WvSNI di Hindia
Belanda dan bagaimana produk hukum kolonial tersebut tetap berlaku
bahkan setelah Indonesia merdeka. Dengan memahami konteks sosial, politik,
dan ideologis di balik pembentukan WvSNI, pembaca diharapkan dapat
melihat bahwa hukum pidana bukan sekadar kumpulan norma sanksi,
melainkan juga cerminan dari sistem kekuasaan dan nilai-nilai yang berlaku
pada masanya.

Selanjutnya, bab ini menyoroti karakteristik dan orientasi paradigma
hukum pidana kolonial yang sangat berpusat pada kepentingan penguasa
kolonial, yakni menjaga stabilitas politik dan ekonomi penjajahan.
Pendekatan ini menempatkan pidana sebagai alat represif untuk
menundukkan penduduk pribumi, bukan untuk menegakkan keadilan
substantif. Pembaca akan diajak memahami bagaimana logika hukum kolonial
— yang menekankan kepatuhan dan kontrol sosial — membentuk struktur
hukum pidana yang kaku, hierarkis, dan diskriminatif, serta bagaimana
orientasi tersebut masih memengaruhi praktik hukum Indonesia modern
hingga saat ini.

Akhirnya, bab ini membuka ruang bagi kritik akademik terhadap
keberlanjutan paradigma kolonial dalam KUHP serta menjelaskan urgensi
reformasi hukum pidana nasional. Pembaruan KUHP Nasional melalui
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak hanya bertujuan mengganti teks
hukum lama, tetapi juga menata ulang cara berpikir (paradigma) hukum
pidana Indonesia agar lebih berkeadilan, humanis, dan kontekstual dengan
nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, bab ini menjadi jembatan konseptual
bagi pembaca untuk memahami mengapa dekolonisasi hukum pidana bukan
sekadar wacana historis, tetapi langkah strategis menuju sistem hukum yang
berdaulat, inklusif, dan berorientasi pada kemanusiaan.



BAB IV
PROSES DAN DINAMIKA
PEMBENTUKAN RKUHP NASIONAL

Perjalanan pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (RKUHP) merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum pidana
Indonesia. Bab ini disusun untuk membantu pembaca memahami proses
panjang yang melatarbelakangi lahirnya KUHP Nasional, sebagai pengganti
Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indié (WvSNI) peninggalan
kolonial Belanda. Pembaruan KUHP tidak hanya sekadar mengganti teks
hukum lama, tetapi juga merefleksikan kehendak bangsa untuk membangun
sistem hukum pidana yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, hak asasi
manusia, dan prinsip keadilan sosial. Karena itu, pemahaman terhadap
konteks historis, politik, dan sosial di balik proses legislasi menjadi sangat
penting agar pembaca dapat menilai makna strategis reformasi hukum ini
secara menyeluruh.

Bab ini dimulai dengan uraian mengenai latar historis dan urgensi
pembaruan KUHP, yang menjelaskan mengapa Indonesia selama lebih dari
tujuh dekade tetap menggunakan KUHP warisan kolonial. Pada bagian ini,
pembaca diajak melihat hubungan antara dinamika sosial-politik pasca
kemerdekaan, perkembangan pemikiran hukum nasional, serta dorongan
global terhadap perlindungan HAM dan keadilan yang lebih humanis.
Selanjutnya, pembahasan tahapan penyusunan dan proses legislasi RKUHP
akan menelusuri langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah,
akademisi, dan lembaga legislatif, termasuk perdebatan publik dan konsultasi
dengan masyarakat sipil yang menjadi bagian integral dari pembentukan
norma hukum nasional.

Bagian berikutnya mengulas dinamika politik, sosial, dan akademik yang
mewarnai proses penyusunan RKUHP, di mana pembaca dapat memahami
bagaimana tarik-menarik kepentingan, nilai moral, dan pandangan akademis
membentuk kompromi hukum yang akhirnya disahkan sebagai Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Terakhir, bagian evaluasi dan
implikasi pembentukan KUHP baru memberikan refleksi kritis mengenai
sejauh mana produk hukum ini mampu menjawab tantangan sistem hukum
pidana modern, menyeimbangkan kepentingan negara dan individu, serta
menjadi dasar bagi sistem peradilan yang adil, transparan, dan manusiawi di
Indonesia. Dengan demikian, bab ini berfungsi sebagai peta konseptual bagi



BAB V
ASAS-ASAS DALAM KUHP NASIONAL

Bab ini mengajak pembaca memahami fondasi filosofis dan normatif yang
menopang sistem hukum pidana Indonesia sebagaimana tertuang dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Asas-asas hukum
pidana bukan sekadar prinsip formal, melainkan refleksi nilai-nilai keadilan,
kepastian, dan kemanusiaan yang menjadi jiwa dari setiap aturan pidana.
Dengan memahami asas-asas ini, pembaca akan memperoleh pandangan
utuh mengenai mengapa suatu perbuatan dapat dipidana, bagaimana
kesalahan dinilai, serta sejauh mana negara dapat menggunakan kekuasaan
pemidanaan secara sah dan berkeadilan.

Asas legalitas (nullum delictum nulla poena sine lege) merupakan dasar
dari seluruh sistem hukum pidana — menegaskan bahwa tidak ada perbuatan
yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang mengaturnya terlebih
dahulu. Prinsip ini menjamin kepastian hukum dan mencegah tindakan
sewenang-wenang dalam penegakan hukum. Di sisi lain, asas tiada pidana
tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld) menegaskan pentingnya
pertanggungjawaban moral dan hukum dari pelaku, agar pidana hanya
dijatuhkan kepada mereka yang benar-benar bersalah. Dua asas ini
menunjukkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif
dalam hukum pidana Indonesia.

Lebih lanjut, KUHP Nasional juga menegaskan asas proporsionalitas,
keadilan, kemanusiaan, dan restoratif sebagai cerminan pembaruan
paradigma hukum pidana modern. Asas proporsionalitas memastikan bahwa
berat ringannya pidana sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak
perbuatan, sementara asas kemanusiaan dan restoratif menempatkan tujuan
pemidanaan bukan sekadar untuk menghukum, tetapi juga untuk
memulihkan keseimbangan sosial, melindungi martabat manusia, serta
memberi ruang bagi reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Dengan
memahami keempat asas utama ini, pembaca dapat menelusuri bagaimana
KUHP Nasional membangun sistem hukum pidana yang tidak hanya represif,
tetapi juga berkeadilan, beradab, dan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan.



BAB VI
PERBANDINGAN WETBOEK VAN
STRAFRECHT (KUHP WARISAN KOLONIAL)
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023 (KUHP NASIONAL)

Bab ini disusun untuk membantu pembaca memahami secara
komprehensif perjalanan evolutif hukum pidana Indonesia dari warisan
kolonial menuju sistem hukum nasional yang berdaulat. Pembahasan dimulai
dengan menelusuri sejarah dan latar belakang pembentukan KUHP di
Indonesia, yang pada awalnya bersumber dari Wetboek van Strafrecht voor
Nederlandsch-Indié (WvSNI) peninggalan pemerintah kolonial Belanda.
Melalui uraian historis ini, pembaca akan diajak memahami bagaimana sistem
hukum pidana kolonial, yang semula dirancang untuk kepentingan penjajahan,
tetap digunakan secara sementara setelah Indonesia merdeka hingga
akhirnya melahirkan kebutuhan akan kodifikasi baru yang sesuai dengan nilai-
nilai nasional dan kemanusiaan bangsa Indonesia.

Selanjutnya, bab ini menyoroti perbedaan paradigma dan asas hukum
pidana antara KUHP kolonial dengan KUHP Nasional. Dalam konteks ini,
perbandingan tidak sekadar bersifat tekstual, melainkan substantif —
mencakup pergeseran orientasi dari sistem yang berlandaskan asas legalistik
dan retributif menuju sistem yang lebih humanistik, restoratif, dan
berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, dan
individu. Pembaca diharapkan memahami bahwa perubahan paradigma ini
merupakan refleksi dari perkembangan politik hukum nasional, tuntutan hak
asasi manusia, serta kebutuhan adaptasi terhadap dinamika sosial dan
budaya masyarakat Indonesia modern.

Bagian akhir dari bab ini membahas perbandingan substansi materiil dan
formil hukum pidana serta implikasi reformasi KUHP terhadap sistem hukum
dan penegakan hukum di Indonesia. Di sini, pembaca akan memperoleh
gambaran mengenai perbedaan konsep tindak pidana, jenis sanksi,
pertanggungjawaban pidana, dan prosedur hukum acara yang mengalami
transformasi signifikan dalam KUHP Nasional. Analisis ini memberikan
pemahaman bahwa pembaruan KUHP bukan sekadar pergantian teks
undang-undang, melainkan sebuah langkah historis menuju sistem hukum



BAB VIl
PERUBAHAN STRUKTUR DAN
SISTEMATIKA HUKUM PIDANA BARU

Bab ini mengantarkan pembaca untuk memahami perubahan besar
dalam sistem hukum pidana Indonesia yang ditandai dengan lahirnya Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2023. Setelah lebih dari satu abad menggunakan KUHP warisan
kolonial Belanda, Indonesia akhirnya memiliki kodifikasi hukum pidana
nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan
kearifan lokal. Perubahan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga
filosofis dan paradigmatik — yakni menggeser orientasi hukum pidana dari
sekadar alat pembalasan menjadi instrumen keadilan restoratif dan
perlindungan masyarakat yang berkeadilan.

Melalui Bab 7 ini, pembaca diajak menelusuri evolusi historis dan latar
belakang pembentukan KUHP baru, memahami struktur dan sistematikanya,
serta menelaah inovasi konseptual yang menjadi dasar pembaruannya.
Pembahasan mencakup aspek-aspek penting seperti perubahan sistem delik,
perluasan bentuk pertanggungjawaban pidana, hingga penegasan prinsip
kemanusiaan dalam perumusan sanksi. Bab ini juga menjelaskan bagaimana
pembaruan sistematika KUHP baru berusaha mengharmonisasikan antara
kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, dengan mempertimbangkan
pluralitas budaya hukum Indonesia.

Pembaca diharapkan menggunakan bab ini sebagai peta konseptual
untuk memahami arah baru hukum pidana nasional. Setiap sub-bab
memberikan kerangka pemikiran yang saling berkaitan: dimulai dari konteks
sejarah, dilanjutkan dengan struktur dan sistematika, kemudian pembaruan
konseptual, hingga akhirnya membahas implikasi praktis terhadap penegakan
dan kebijakan hukum pidana di Indonesia. Dengan memahami keseluruhan isi
bab ini, pembaca akan memperoleh gambaran utuh tentang bagaimana KUHP
baru bukan sekadar revisi teknis, melainkan transformasi menyeluruh
terhadap cara bangsa Indonesia memaknai keadilan, tanggung jawab, dan
perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana modern.



BAB VilI
PEMBAHARUAN JENIS
PIDANA DAN PEMIDANAAN

Bab ini mengajak pembaca memahami perubahan mendasar dalam
sistem pemidanaan di Indonesia yang kini bergerak dari paradigma lama yang
represif menuju pendekatan humanis, proporsional, dan restoratif.
Pembaharuan hukum pidana nasional, khususnya melalui disahkannya KUHP
baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), menandai pergeseran penting
dalam cara negara memaknai pidana—bukan lagi sekadar alat balas dendam,
tetapi sarana untuk memulihkan keseimbangan sosial, memperbaiki pelaku,
dan melindungi masyarakat. Dengan demikian, bab ini memberikan
pemahaman teoretis dan praktis mengenai arah baru sistem pemidanaan
yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip hak asasi manusia.

Perubahan paradigma tersebut dijelaskan secara bertahap melalui empat
sub-bagian utama. Bagian pertama, Paradigma Baru dalam Pemidanaan,
membahas transformasi filosofi pemidanaan dari teori retributif menuju teori
gabungan dan restoratif. Bagian kedua, Pembaharuan Jenis Pidana Pokok dan
Tambahan, mengulas inovasi dalam jenis-jenis sanksi, termasuk pidana kerja
sosial, pidana pengawasan, dan pidana denda proporsional yang lebih
modern dan relevan dengan kebutuhan keadilan masa kini. Selanjutnya,
bagian ketiga, Pembaharuan dalam Pelaksanaan dan Sistem Pemasyarakatan,
menguraikan bagaimana lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat
pembinaan, bukan sekadar pemenjaraan.

Akhirnya, bab ini ditutup dengan pembahasan mengenai Implikasi
Pembaharuan Pemidanaan terhadap Politik Hukum dan HAM, vyang
menegaskan bahwa setiap reformasi pemidanaan membawa konsekuensi
luas terhadap sistem hukum nasional, tata kelola lembaga penegak hukum,
serta perlindungan hak asasi manusia. Pembaca diharapkan mampu melihat
hubungan timbal balik antara perubahan hukum pidana dengan arah politik
hukum nasional yang berkeadilan sosial. Dengan memahami keseluruhan isi
bab ini, pembaca tidak hanya memperoleh wawasan normatif tentang
pembaharuan pemidanaan, tetapi juga dapat menilai sejauh mana hukum
pidana Indonesia bertransformasi menjadi instrumen keadilan yang lebih
manusiawi dan progresif.



BAB IX
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA KHUSUS
DALAM PERSPEKTIF KUHP NASIONAL

Perkembangan hukum pidana Indonesia tidak hanya menyentuh aspek
hukum pidana umum yang diatur dalam KUHP, tetapi juga meluas pada ranah
hukum pidana khusus, yakni aturan yang dibentuk untuk menanggulangi
kejahatan dengan karakteristik tertentu dan dampak sosial yang besar. Bab
ini mengajak pembaca memahami bagaimana hukum pidana khusus lahir
sebagai respons terhadap kompleksitas kejahatan modern seperti korupsi,
narkotika, terorisme, tindak pidana pencucian uang, dan pelanggaran HAM
berat yang tidak dapat ditangani dengan prinsip-prinsip hukum pidana umum
semata. Dengan demikian, hukum pidana khusus menjadi instrumen penting
dalam memperkuat keadilan substantif dan efektivitas penegakan hukum
nasional.

Selanjutnya, bab ini membahas konsep dan ruang lingkup hukum pidana
khusus dalam sistem hukum nasional, termasuk bagaimana KUHP baru (UU
No. 1 Tahun 2023) berupaya mengintegrasikan sebagian norma hukum
pidana khusus ke dalam kodifikasi nasional. Pembaca akan diajak menelusuri
dinamika pengaturan tindak pidana khusus dalam KUHP baru, baik dari segi
filosofi, struktur, maupun arah kebijakan pembaruan. Hal ini penting karena
selama ini hukum pidana khusus tersebar di berbagai undang-undang
sektoral, sehingga integrasi ke dalam KUHP menjadi langkah strategis menuju
sistem hukum pidana yang lebih konsisten, terpadu, dan berkeadilan.

Pada bagian akhir, pembahasan diarahkan pada kebijakan penegakan dan
pemidanaan dalam tindak pidana khusus, serta tantangan pembaruan
kebijakan ke depan. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi,
sistem hukum pidana Indonesia perlu adaptif terhadap kejahatan lintas
negara dan kejahatan siber yang semakin kompleks. Bab ini menuntun
pembaca untuk melihat bahwa kebijakan hukum pidana khusus bukan
sekadar instrumen represif, tetapi juga bagian dari strategi nasional dalam
membangun keadilan sosial, menjaga kedaulatan hukum, dan mewujudkan
keseimbangan antara perlindungan masyarakat serta penghormatan
terhadap hak asasi manusia.



BAB X
TANTANGAN DAN PROSPEK
PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Bab ini disusun untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang
kondisi aktual, tantangan, serta arah masa depan penegakan hukum pidana di
Indonesia. Dalam konteks sosial-politik yang terus berubah, penegakan
hukum pidana tidak hanya dipahami sebagai proses formal yang menegakkan
aturan, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan
supremasi hukum. Oleh karena itu, Bab 10 menjadi bagian penting dalam
buku ini karena mengajak pembaca melihat hukum pidana bukan sekadar
sebagai norma yang bersifat represif, melainkan juga sebagai instrumen sosial
untuk menjaga ketertiban, melindungi hak asasi manusia, dan memperkuat
kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional.

Bab ini terbagi menjadi tiga subbagian yang saling melengkapi. Subbagian
pertama membahas dinamika dan permasalahan struktural dalam penegakan
hukum pidana — seperti ketimpangan kelembagaan, budaya hukum aparat,
tumpang tindih regulasi, serta pengaruh politik dan ekonomi terhadap
independensi penegak hukum. Subbagian kedua mengulas reformasi hukum
pidana dan arah kebijakan penal di era modern, termasuk implementasi
KUHP baru dan paradigma keadilan restoratif yang menjadi arah pembaruan
hukum Indonesia. Adapun subbagian ketiga menguraikan prospek penegakan
hukum pidana menuju sistem yang berkeadilan dan humanis, dengan
menyoroti transformasi nilai, teknologi hukum, dan penguatan integritas
aparat.

Agar memperoleh pemahaman yang utuh, pembaca diharapkan tidak
hanya melihat isi bab ini dari aspek normatif, tetapi juga menelaahnya dalam
konteks sosial dan filosofis. Setiap subbagian dirancang untuk
menghubungkan teori hukum pidana dengan realitas penegakan hukum di
Indonesia, sehingga pembaca dapat memahami mengapa reformasi hukum
pidana menjadi kebutuhan mendesak. Dengan membaca bab ini, diharapkan
pembaca — baik mahasiswa hukum, akademisi, maupun praktisi — dapat
menilai sejauh mana sistem hukum pidana Indonesia telah berkembang
menuju model penegakan hukum yang adil, transparan, dan selaras dengan
nilai kemanusiaan serta cita negara hukum Pancasila.
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